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WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN WALIKOTA SORONG 
NOMOR 4 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SORONG  
TAHUN 2023-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SORONG, 
 

Menimbang :   a.   bahwa   dalam   rangka   menindaklanjuti   Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan   

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir  Pada  Tahun  2022  pada  Diktum 

KEDUA yang mengamanatkan Rencana Pembangunan 

Daerah  Tahun  2023-2026  dan  Rencana Strategis  

Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

  b. bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana 

dimaksud pada huruf a,  perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota 

Sorong Tahun 2023-2026. 

Mengingat :   1.   Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 

2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6697); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 349); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  

Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);   

15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Papua Barat 2006-2025  (Lembaran 

Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 

2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 

Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua 

Barat Tahun 2013 Nomor 4) 

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Papua Barat 2017-2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor  42 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Sorong Tahun 2005-2024; 

19. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah 

(RPMPD) Kota Sorong 2018 – 2022. 
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Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 

Pembangunan yang Berkeadilan; 

  2. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2021 

tentang Penyusunan        Dokumen        Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN    WALIKOTA    SORONG    TENTANG    

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SORONG 

TAHUN 2023-2026 

 

Pasal 1 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sorong Tahun 2023-

2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah jangka menengah sebagai  landasan  bagi  

pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan pembangunan,  

terhitung  sejak  tahun  2023  sampai  dengan  tahun  2026 

dengan   pelaksanaan   lebih   lanjut   dituangkan   dalam   

Rencana   Kerja Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 2 

Penyusunan   Rencana   Pembangunan   Daerah  Kota 
Sorong Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan: 

a. penyelarasan target indikator makro dan program 

prioritas nasional dalam   Rencana   Pembangunan   

Jangka   Menengah   Nasional   Tahun 2020-2024; 

b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sorong 

Tahun 2005-2024; 

c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong 

Tahun 2018-2022; 

d. rencana pembangunan jangka menengah Provinsi 

Papua Barat Tahun 2017-2022; 

e. isu-isu strategis yang berkembang; 

f. kebijakan nasional; dan 

g. regulasi yang berlaku.  
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Pasal 3 

Sistematika   Rencana   Pembangunan   Daerah   Kota 
Sorong Tahun 2023-2026 terdiri atas:  

BAB I       PENDAHULUAN  

BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III     GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV     PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 

BAB V      TUJUAN DAN SASARAN 

BAB VI     STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 
PRIORITAS 

BAB VII    KERANGKA    PENDANAAN    PEMBANGUNAN    

DAN    PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

BAB VIII   KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH  

BAB IX     PENUTUP 

 

Pasal 4 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sorong Tahun 2023-

2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 5 

Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 

Kota Sorong Tahun   2023-2026   dilaksanakan   oleh   

kepala   perangkat   daerah   yang menangani Urusan 

Perencanaan Pembangunan. 

 

Pasal 6 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sorong Tahun 2023-

2026 dapat dilakukan perubahan apabila: 

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan 

kondisi eksisting. 

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

kesenjangan yang signifikan antara target dan 

pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan. 

3. Terjadi perubahan yang mendasar. 

4. Perubahan  Rencana  Pembangunan  Daerah  Kota 

Sorong Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa 

melalui tahapan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, 

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari 

peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. 
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Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong. 

 

Ditetapkan  di  Sorong   

pada tanggal 15 – 04 – 2022 

 

         WALIKOTA SORONG, 

         CAP/TTD 

                 LAMBERTHUS JITMAU 

 

Diundangkan di Kota Sorong  

pada tanggal  15 – 04 - 2022  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, 

               CAP/TTD 

           YAKOB KARET 

        

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 4. 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SORONG 

 

 

 

 

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME 

Penata (III/c) 

NIP.  19850511 201104 1 001 


